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WALIXOTA PAYAKTIMBI'H
PROVINSI SUIIIATERA BARAT

PERATI'RAN WALIKOTA PAYAI('}IBUH
NOMOR6aTAIIUIT 2019

TEI{TANG

PERUBAIIA.IT XErIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PAYAIII'MBT'H ITOMOR
112 TAHI'IT 2018 TEI{TA.![G PEUBERIA"IT TA,UBAIIAN PEITGHASILITN

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PE}IERII|TAII I(OTA PAYAXUMBUH

DEI{GA![ RAIIUAT TT'IIAN YANG MAHA ESA

WALIK( TA PAYAXI'IIBUH,

Menimbang i a. bahwa Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor ll2
Tahun 2O18 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota

Payakumbuh terdapat beberapa ketentuan yang mesti

disempumakan sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan

Peratural Walikota Kota Payakumbuh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota Keci] Dalam

Ling!<ungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (L,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor l9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelengaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari

Kompsi, Kolusi Dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran

Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undarg Norrr 17 Tahtn 2003 tertang Icuangan Negara

(Lernbaran Negara Reprblik Indoresia Tahr:n 20G3 Nornm 47,

Tambahan LErnbamn Negara Republft Indcrresia Nornor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Iembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20O4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan

Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 44O0);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur

Sipil Negara (L,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O14 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Femerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahrrn 2O14 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 558fl, sebagaimana telah

beberapa kali diubah teralhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ferubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2014 tentang Adminisfasi

Femerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor D\ Tar.';rlcrc}nn Irmbaran Negara Republik

lndonesia Nomor 55O1);

g. Rrahllan kmerintah Nomor 8 Tahun 2OO6 t€ntarg neAporart

f<euangan dan Kine{a tnstansi kmerintah (kmbaran Negan

Repubtk lrdorresia Tahun 2006 Nornor 25, Tambehan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor'16 14);

10. kraturan Fem€rintah Nomor 46 Tahr-rn 2O1l tentang Fenilaian

Pr,estasi Icrja Fegawai Negpri Sipil (Lembaran Negara Republik

tndonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan l€mbamn

Negara Republik trdonesia Nomor 5258);

1 I . Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2O 17 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun l97O

tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok

dan Payakumbuh;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2O11 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan



Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 310);

L4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011

tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011

tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja

Pegawai Negara;

METUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATIIRAN WALIKOTA PAYAKITDIBITH TEI{TANG

PERI'BAHAI{ XEHGA ATAST PERATT'RAI| WALIKCrTA

NOTOR II2 TAIITil 2018 TEI{TAITG PEUBERIAIS

TAIBAHAN PEI|GHASILIIN PECAWAI I{EGERI SIPIL DI

IIITGXI'ITGAIT PEUERIITTAII K(yTA PAYAI{I'UBIIH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 112 Tahun 2O18 (Berita

Daerah Kota Payakumbuh Nomor lL2 Tahun 2018 tentang Pemberian

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipit Di Lingkungan Pemerintah Kota

Payakumbuh Nomor lL2l yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan

Walikota:

a. Nomor 2 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019

Nomor 2);

b. Nomor 39 Tahun 2Ol9 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019

Nomor 39);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 35 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(4). Dalam hal PNS mutasi masuk ke Pemerintah Kota Payakumbuh

pembayaran TPP Berdasarkan Beban Kerja diberikan setelah 12 (dua

belas) bulan terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas di

Pemerintah Kota Payakumbuh kecuali bagr Dokter

Spesialis/Subspesialis,PNSyangdiangkatdalamjabatanPimpinan
Tinggi Pratama dan jabatan Administrator dibayarkan setelah (1) satu

bulan melaksanakan tugas di Pemerintah Kota Payakumbuh'

2. Ketentuan Lampiran II yang diatur pada Pasal 6 ayat (3) Peraturan

Walikota ini diubah sebagaimana terdapat dalam t ampiran II Peraturan

Walikota ini.



LAMPIRAN II

NOMOR

TENTANG

PERATI.iRAN WAIIKOTA PAYAXUMBI.'H
(3 terrur zore

PERI'BAHAN IGTIGA PERATURAN WALIKOTA PAYATUMBUH NOMOR I I 2

TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGT{ASIIAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI UNGKUNGAN PEMERINTAH

KOIA PAYAKUMBUH

UH,

ro xIIIf}IFIXASI
JAAATAN

IIAIA JAAATAII
TAMBAHA PENGHASILAN

PEGAWAI

IV JABATAN
FI.INGSIONAL

TERTENTU YANG

PETAYANAN MEDIS

166.a Apoteker Pertama 1.800.ooo

JABATAN
FUiiGSiOiiAL

TERTENTU YANG
TIDAK MENERIMA
JASA PEL.qYANAN

MEDIS

281.a Apoteker Pertama 2.250.000

8TAITDAR BIAYA TATBAHAX PEITGHASII,AIT PE'OAWAI ITEGERI SIPIL
DI LITGKI'IIGAII PEUERIIITAII XOTA PAYAI(I'UBI'II

th

t

{ ?

(



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Agustus 2O19

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di

Pada tanggal 'J'c Aq\ st\r S 2019

WALIKOTA

RIZA

Diundangkan di Payakumbuh

Pada tanggal ilo dqrritu! 21lg

SEI(RETARIS DATRAII KOTA PAYAI('UBUH,

RIDA ANA.![DA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR (Z

{?


